IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROMOSI PARIWISATA KOTA PEKANBARU DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA 
















This research is based on the principal issues concerning the policy implementation of Pekanbaru tourism promotion which has not been optimally be able to develop the tourism potential in Riau Province. It was estimated to be caused the Pekanbaru City Government strategy c.q Pekanbaru City Tourism Office has not been able to develop the tourism potential in Pekanbaru City.The method used in this research is descriptive qualitative, which aims to formulate strategies that can be applied to tourism promotion policy implementation of Pekanbaru City can support the development of the tourism potential of Riau Province. The collection of data is used, as is common in qualitative research are observation, interviews and documentation. The collected data were analyzed with interactive model of Miles and Huberman. The research result indicated that (1) Factors that influence the policy implementation of Pekanbaru tourism to develop the tourism potential in Riau Province of Pekanbaru in Riau Province the tourism potential among them among others (a) from the problem characteristics faced by the Government Pekanbaru City very difficult because it involves people's habits in fulfilling the needs of life which has been spoiled by the excesses of petroleum and palm oil and more difficult because of the policy implementers are lack of Pekanbaru community involvement; (b) from the policy characteristics, simply understood to do promotion to bring in tourists from outside to the area of Pekanbaru City only and consistency and commitment of the implementing agency of Pekanbaru City Tourism Office unclear in the implementation thus less capable to make the tourism conditions of Pekanbaru City more advanced and growing; (c) from the environmental aspect, the unavailability of the Master Plan for tourism development as a reference, budget limitation, tourism promotion activities which not yet optimal to attract the tourists to visit tourist destinations, lack of public awareness; and (2) The strategy can be applied so that the Pekanbaru City tourism promotion policy implementation be able to support the development of tourism potential of Riau Province create based on reality that tourism development policy of Pekanbaru City which has failed  and SWOT analysis results, the strategy can be applied so as the implementation of the tourism policy of Pekanbaru City could support the tourism potential in Riau Province are (a) strayegy to reorganize tourism object that had been remain unfinished; (b) strtaegy to make Pekanbaru City as MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exlibilition) City; and (c) strategy to make Pekanbaru City as shopping tourism destinations as well as culinary tourism destinations.











Penelitian ini didasari pada masalah pokok mengenai implementasi kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru yang belum secara optimal dapat mengembangkan potensi wisata di Provinsi Riau. Hal ini diduga disebabkan oleh strategi Pemerintah Kota Pekanbaru c.q Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru kurang mampu mengembangkan potensi wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan merumuskan strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru dapat menunjang pengembangan potensi wisata Provinsi Riau. Pengumpulan data yang digunakan, sebagaimana lazim dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman serta menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru dalam pengembangan potensi wisata di Provinsi Riau diantaranya (a) dari karakteristik masalah yang dihadapi oleh Pemerintah sangat sulit karena menyangkut kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang selama ini telah dimanjakan oleh berlimpahnya minyak bumi dan minyak kelapa sawit dan semakin sulit karena pelaksana kebijakan kurang melibatkan masyarakat Kota Pekanbaru sepenuhnya; (b) dari karakteristik kebijakan, hanya dipahami untuk melakukan promosi untuk mendatangkan wisatawan dari luar daerah Kota Pekanbaru dan  konsistensi serta komitmen dari aparat pelaksana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru kurang jelas pelaksanaannya sehingga kurang mampu untuk membuat kondisi pariwisata Kota Pekanbaru semakin maju dan berkembang; (c) dari aspek lingkungan, belum tersedianya Master Plan pengembangan pariwisata sebagai acuan, terbatasnya anggaran, kegiatan promosi pariwisata yang belum optimal untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata, kurangnya kesadaran masyarakat; dan (2) Strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru dapat menunjang pengembangan potensi wisata Provinsi Riau dibuat berdasarkan kenyataan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru yang telah dianggap gagal dan hasil analisis SWOT, maka strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan pariwisata  Kota Pekanbaru dapat menunjang potensi wisata di Provinsi Riau adalah (a) strategi membenahi objek wisata yang selama ini terbengkelai; (b) strategi menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exlibilition); dan (c) strategi menjadikan Kota Pekanbaru sebagai destinasi wisata belanja serta kuliner.





Industri pariwisata dunia berkembang pesat, ditandai dengan peningkatan angka wisatawan yang berwisata di seluruh dunia. Data World Tourism Organization (UNWTO) menunjukkan bahwa tahun 2014 jumlah wisatawan  yang bepergian mancapai 1,18 milyar, meningkat 0,04 milyar atau 3,51% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2014, yang hanya mencapai 1,14 milyar (World Tourism Barometer, 2016). Asia dan Pasifik, menurut catatan World Tourism Organization, mengalami pertumbuhan paling cepat dalam wilayah UNWTO dengan hitungan mencapai 8% atau sekitar 95 juta kunjungan.
Demikian juga dengan Indonesia, yang memiliki keanekaragaman flora dan fauna, situs peninggalan purbakala dan sejarah, serta seni dan budaya, yang semuanya merupakan sumber daya yang potensial bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Data berikut menunjukkan perkembangan pariwisata di Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan 2015.
Tabel 1
Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang 
Berkunjung ke Indonesia (2009-2015)









Sumber: 	Diolah dari Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan (P2DSJ), dan Statistical Report on Visitor Arrivals to Indonesia (Biro Pusat Statistik, 2016).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, meskipun berfluktuasi namun selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 10.500.000 orang, meningkat 14,72% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014.
Keberadaan industri pariwisata merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah melalui berbagai pajak, mendorong dilakukannya investasi pada infrastruktur sebagai penunjang pariwisata seperti bandara, jalan, pelabuhan, dan berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan serta fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan publik lainnya. Tertarik dengan potensi pariwisata ini, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru juga berusaha mengembangkan potensi pariwisata di daerahnya.
Perekonomian Kota Pekanbaru selama ini didukung oleh kehadiran perusahaan minyak dan perkebunan kelapa sawit. Nilai ekspor minyak dan kelapa sawit cenderung berfluktuasi mengikuti mekanisme harga pasar internasional. Menyadari hal tersebut, pemerintah kota Pekanbaru mengambil kebijakan agar dapat keluar dari permasalahan ketergantungan pada ekspor minyak dan kelapa sawit dengan jalan mengembangkan sektor non migas.
Selain minyak dan kelapa sawit salah satu sektor non-migas yang mempunyai prospek yang dapat diandalkan adalah sektor pariwisata. Pariwisata sering diistilahkan oleh para ahli ekonomi sebagai ekspor yang tidak kentara (invisible export), karena kemampuannya untuk mendatangkan devisa tidak kalah dengan kegiatan ekspor komoditi yang sesungguhnya, di samping itu juga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi nasional sektor pariwisata ternyata masih tetap mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional dan daerah.
Kebijakan bidang pariwisata Kota Pekanbaru dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2000 tentang Promosi Pariwisata Daerah. Kebijakan ini didasari pemikiran bahwa setiap daerah mempunyai daya tarik yang khas untuk memotivasi wisatawan agar berkunjung. Meskipun. Kota Pekanbaru bukan kota tujuan utama pariwisata nasional, namun kota tersebut memiliki berbagai potensi wisata yang meliputi 14 daya tarik wisata unggulan, yaitu:
1.	Daya Tarik Wisata Alam Unggulan, yaitu Taman Pancing Kaca Mayang, Taman Puteri Kaca Mayang, dan Taman Rekreasi Danau Rumbai (3 daya tarik wisata);
2.	Daya Tarik Wisata Budaya, yaitu Balai Adat Melayu Riau, Museum Sang Nila Utama Mesjid Agung An-Nur, Bandar Serai, Mesjid Raya dan Makam Marhum Bukit serta Makam Marhum Pekan (5 daya tarik wisata);
3.	Daya Tarik Wisata Belanja, yang meliputi Dekranasda Riau, Pasar Bawah Wisata Belanja di Kota Pekanbaru, Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru dan Mal SKA (6 daya tarik wisata).
Potensi tersebut harus dikembangkan agar menarik wisatawan untuk berkunjung sehingga pariwisata Kota Pekanbaru akan sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia. 
Kunjungan wisman tahun 2015 secara nasional mencapai 10.500.000 orang. Jumlah wisatawan Kota Pekanbaru tahun 2015 mencapai 21.689 orang atau secara nasional hanya 0,207%, tidak sampai 3% (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Riau 2014). Hal ini disebabkan kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru melalui Perda Nomor 13 Tahun 2000 tentang Promosi Pariwisata Daerah Kota Pekanbaru belum mampu untuk mengembangkan potensi pariwisata alam dan budaya secara optimal, baik objek maupun destinasi, prasarana dan sarana pendukung, serta sumber daya manusia pelaku pariwisata sehingga sebagian besar belum layak dijual kepada wisatawan.
Belum direvisinya Perda Nomor 13 Tahun 2000 tentang Promosi Pariwisata Daerah Kota Pekanbaru yang telah berumur 15 tahun, menunjukan Pemerintah Kota Pekanbaru belum serius untuk mengembangkan pariwisata di Kota Pekanbaru. Hal ini sangat disayangkan mengingat bnyak potensi wisata di Kota Pekanbaru seperti Taman Pancing Kaca Mayang, Taman Puteri Kaca Mayang dan Danau Rumbai. Dalam upaya pengembangan pariwisata diperlukan suatu strategi yang tepat yang didasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta visi dan misi yang diemban oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
Penelitian ini bermaksud mengelaborasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru. Obyek-obyek wisata yang dijadikan kajian dalam penelitian ini antara lain Riau Fantasi, Taman Wisata Alam Mayang, Taman Ria Putri Kaca Mayang dan Danau Wisata Bandar Kayangan. Permasalahan pada obyek-obyek wisata Kota Pekanbaru tersebut belum semua dikembangkan secara optimal.
Kepala Kantor Pariwisata Kota Pekanbaru mengatakan untuk pengembangan obyek wisata unggulan di Kota Pekanbaru masih terkendala dana, karena investor yang berkunjung ke lokasi selalu mengajukan berbagai permintaan dan belum bisa dipenuhi. Menurut Mazmanian dan Sabatier diaktualisasi oleh Gustama  (2013: 125-126) masalah dana bukannya satu-satunya faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu mudah/tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan meliputi (1) kesulitan teknis; (2) keragaman perilaku kelompok sasaran; (3) proporsi kelompok sasaran di banding jumlah penduduk; dan (4) cakuban perubahan perilaku yang diinginkan. Sedangkan kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi meliputi (1) kejelasan dan konsisten tujuan; (2) digunakan teori kausal yang memadai; (3) ketetapan alokasi sumber dana; (4) keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana; (5) aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana; (6) rekruitmen pejabat pelaksana; dan (7) keterbukaan kepada pihak luar. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi meliputi (1) kondisi sosio-ekonomi dan teknologi; (2) dukungan publik; (3) sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok pemilih; (4) dukungan dari pejabat atasan; dan (5) komitmen dan keterampilan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.




Berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dikemukakan dalam research question sebagai berikut:
1.	Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru dalam pengembangan potensi wisata di Proposisi Riau?




Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian disertasi ini adalah Teori Administrasi Publik dari Starling sebagai Grand Theory, Teori Kebijakan Publik dari Carl J. Friedrich diaktualisasi oleh Seibel (2015: 72-73) sebagai Middle Range Theory dan Teori Implementasi Kebijakan Publik dari Mazmanian dan Sabatier diaktualisasi oleh Gustama  (2013: 125-126) sebagai Applied Theory. Selain ketiga teori tersebut, penelitian disertasi ini juga menggunakan konsep strategi dan pariwisata untuk dijadikan pisau analisis dalam menjawab perumusan masalah penelitian. 






    Gambar 1 Kerangka Teori

D.	Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus organisasional. Menurut Yin (1989: 53) studi kasus organisasional dipusatkan pada perhatian organisasi tertentu dan dalam waktu tertentu, dengan menelusuri perkembangan hal-hal yang dilakukan oleh organisasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, organisasi yang diteliti adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, yang secara hirarti berada di bawah Pemerintah Kota Pekanbaru, yang sedang mengimplementasikan kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru dalam pengembangan potensi wisata di Provinsi Riau. Alasan menggunakan studi kasus organisasional ini karena organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah dinilai gagal mengembangkan pariwisata Kota Pekanbaru sehingga perlu dielaborasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut. Selanjutnya, sebagai upaya mengatasi kegagalan tersebut dalam penelitian ini dicoba merumuskan strategi implementasi kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru dalam pengembangan potensi wisata di Provinsi Riau dengan menggunakan analisis SWOT.
E.	Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Potensi Wisata di Provinsi Riau
Hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru dalam pengembangan potensi wisata di Provinsi Riau dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu (a) faktor promosi yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru; dan (b) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan promosi pariwisata berdasarkan teori/model dari Mazmanian dan Sabatier, yang diuraikan sebagai berikut :

a.	Faktor Promosi yang Dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru
Kebijakan pengembangan Pariwisata Kota Pekanbaru tertuang pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2000 tentang Promosi Pariwisata Daerah. Jika dicermati isi/Kandungan Perda Kota Pekanbaru No. 13 tahun 2000 masih sangat sederhana. Hal itu tidak terlepas dari latar belakang terbitnya perda tersebut, yaitu Osman Effendi, Walikota Pekanbaru pada waktu itu, yang ingin mengembangkan kepariwisataan di Kota Pekanbaru yang memiliki berbagai obyek wisata yang menarik.
Dalam perjalanannya, untuk mengembangkan pariwisata Kota Pekanbaru melalui Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2000 saja tidaklah cukup. Menurut Harris Rosic, Asisten III Walikota Pekanbaru, Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2000 tersebut perlu direvitalisasi. Apalagi Walikota sekarang lebih berorientasi mengembangkan pariwisata di dalam Kota Pekanbaru sendiri.
Promosi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru terfokus pada acara seperti expo yang cenderung dilakukan di luar kota ataupun di luar negeri. Dalam segi promosi berupa pemasangan iklan masih jarang dilaksanakan. Padahal promosi melalui pemasangan iklan diamanatkan dengan Perda Pasal 3 Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2000 yang menyebutkan promosi pariwisata daerah merupakan bagian dari kegiatan pemasaran dilaksanakan melalui tiga cara salah satunya adalah pemasangan iklan.
Kurangnya pemasangan iklan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru,  berakibat dengan sepinya objek wisata yang ada di kota Pekanbaru karena masyarakat sekitar tidak tahu akan adanya objek wisata atau juga tidak tertarik untuk berkunjung ke tempat tersebut karena minimnya promosi berupa pemasangan iklan. Jadi, dalam hal promosi berupa pemasangan iklan, Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru masih belum maksimal melaksanakan kegiatan ini.
Menurut peneliti ada indikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kota Pekanbaru dalam rangka mempromosikan obyek wisata melalui pengadaan sarana pendukung penjualan pada obyek-obyek wisata Kota Pekanbaru sehingga pengadaan sarana pendukung penjualan yang seharusnya terlaksana sampai pada objek yang dituju, pada kenyataanya hanya sampai pada tahap expo atau promosi yang bersifat besar. Hal ini tentu menjadi problema bagi pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, sehingga  obyek-obyek  wisata di Kota Pekanbaru sepi pengunjung. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru tidak bisa bertindak cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi karena kurangnya informasi.
Selain itu, karena tidak maksimalnya pelaksanaan pengadaan sarana pendukung penjualan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru juga menimbulkan permasalahan yang sangat serius. Salah satu masalah yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan pengunjung yang merasa kurang adanya fasilitas yang ada di Danau Bandar Kayangan ini.
Hal tersebut tentu saja menjadi permasalahan yang sangat serius yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru selaku dinas yang bertanggung jawab atas perkembangan objek wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Jika objek wisata yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau yang mengelola adalah pemerintah maju dan berkembang, maka pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah akan besar pula dan akan memberikan dampak yang bagus untuk perkembangan objek wisata di Kota Pekanbaru.


b.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Berdasarkan Teori/Model dari Mazmanian dan Sabatier
Untuk membahas faktor-faktor yang menyebabkan pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru belum efektif pisau analisis Teori Masmanian-Sabatier. Oleh sebab itu penyajian hasil penelitian ini sistematikanya mengikuti dimensi-dimensi dari Teori Masmanian-Sabatier, yaitu: (1) Tractability Variabel of the problems (karateristik masalah); (2) Ability of statue to structure implementation (karateristik kebijakan); dan (3) Nonstatutory variables affecting implementation (Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi implementasi, dalam hal ini adalah variabel lingkungan) yang diuraikan sebagai berikut:

1)	Karakteristik Masalah
a)	Tingkat Kesulitan Teknis Masalah
Kendala teknis masalah meliputi (a) Pengalaman Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan pariwisata, (b) Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangakan Pariwisata di Kota Pekanbaru, (c) Hambatan terbesar yang Dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan Pariwisa di Kota Pekanbaru, sebagai berikut:
(1)	Pengalaman Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengembangan pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru belum memiliki pengalaman dalam pengembangan pariwisata, sehingga masih dibutuhkan studi banding ke beberapa daerah yang telah sukses mengembangkan pariwisata. Namun untuk melakukan studi banding ini hambatannya salah satunya adalah dana yang dibutuhkan untuk melakukan studi banding tersebut, yang tidak sedikit, sulit untuk disediakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
(2)	Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangakan Pariwisata di Kota Pekanbaru yaitu (a) kurangnya dukungan dari media elektronik; (b) kegiatan promosi yang terhenti pada event besar; dan (c) perawatan yang kurang maksimal dan juga minim fasilitas di tempat obyek wisata.
Jika kendala-kendala ini tidak segera diatasi dengan cepat oleh pemerintah khususnya  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, maka pengaruhnya akan berdampak pada perkembangan obyek wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Juga dalam hal perawatan harus diutamakan, karena dari kenyamananlah pengunjung akan senang dan merasa nyaman tentunya. Selain kendala-kendala yang disebutkan di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru juga menghadapi kendala dalam hal permodalan, sarana dan prasarana serta pendukung pariwisata.
(3)	 Hambatan terbesar yang Dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan Pariwisa di Kota Pekanbaru
Dari kendala-kendala yang disebutkan di atas, hambatan terbesar yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan pariwisata adalah hambatan permodalan. Karakteristik masalah yang berkaitan dengan tingkat kesulitan masalah adalah pengalaman yang belum dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru untuk mengembangkan pariwisata Kota Pekanbaru, kendala permodalan serta kendala sarana dan prasarana pariwisata yang bergantung pada pihak swasta.
b)	Keberagaman Perilaku Kelompok Sasaran Kebijakan
Termasuk karakteristik masalah yang kedua yaitu keberagaman perilaku kelompok sasaran kebijakan ini adalah (a) Strategi untuk menghadapi wisatawan dengan latar belakang yang sangat beragam, (b) Strategi untuk menarik minat berbagai investor agar mau berinvestasi pada sektor pariwisata di Kota Pekanbaru, dan (c) Partisipasi masyarakat Pekanbaru untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Kota pekanbaru.
c)	Ruang Lingkup Perilaku yang Dikehendaki
Karakteristik masalah yang ketiga adalah ruang lingkup perilaku yang dikehendaki, yang dalam hal ini meliputi perubahan perilaku masyarakat dan menghadapi calon investor yang banyak kemauannya, yang diuraikan sebagai berikut:
(1)	Perilaku masyarakat
Terkait dengan dampak negatif pariwisata terhadap perilaku masyarakat yang paling utama adalah merosotnya nilai-nilai kegotong-royongan masyarakat sekitar. Dengan adanya kegiatan pariwisata ini membuat penduduk menjadi egois sehingga nilai-nilai kekeluargaan antara penduduk sekitar menjadi berkurang.
(2)	Menghadapi calon investor yang banyak kemauannya
Permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Kota pekanbaru adalah menghadapi kemauan investor yang banyak maunya. Banyak maunya yang dimaksudkan di sini adalah investor yang bersedia menanamkan modalnya di sektor pariwisata di Kota Pekanbaru, jika seluruh kemauannya seperti kemudahan perijinan, keringanan atau pembebasan pajak dan pemberian insentif-insentif lainnya.
Adanya kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru pada awalnya mengejutkan masyarakat yang tinggal di sekitar obyek wisata Kota Pekanbaru. Tadinya mereka mengira bahwa proyek pariwisata ini, demikian mereka menamakan kebijakan tersebut, akan menggusur mereka. Tapi setelah ada sosialisasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru bahwa kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru justru dapat memperbaiki kesejahteraan melalui pendapatan pariwisata.




Karakteristik kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru diatur melalui Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2000 tentang Promosi Pariwisata Daerah. Latar belakang terbentuknya kebijakan pengembangan potensi pariwisata di Kota Pekanbaru karena Osman Effendi Walikota Pekanbaru pada waktu itu melihat bahwa pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru belum optimal. Pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan Melayu serta pengembangan destinasi pariwisata di Kota Pekanbaru belum optimal.
Pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru konsisten, tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Bahkan saking konsistennya, beberapa kalangan menganggap kebijakan itu stagnan, tidak ada revisi meskipun kondisi pariwisata Kota Pekanbaru tidak pernah mengalami kemajuan.
Kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru mempunyai sasaran yang jelas dan konsisten yang ada keterhubungannya dengan baik dengan visi dan misi Walikota yang sedang menjabat maupun dengan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Namun kenyataannya, meskipun kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru mempunyai sasaran yang jelas dan konsisten, tapi kondisi pariwisata di Kota Pekanbaru masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Dengan tujuan kebijakan untuk pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum berhasil.
Nampaknya masyarakat Kota Pekanbaru belum melihat adanya hubungan kausalitas antara kemajuan pariwisata dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Apalagi sampai kini belum terjadi kemajuan pariwisata dan perbaikan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru.
Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru memang sudah dianggarkan dalam APBD Kota Pekanbaru. Namun penganggaran ini belum bersifat top priority, artinya penganggaran ini masih dapat digeser oleh keperluan lain apabila memang urgent dibutuhkan, seperti misalnya untuk mengatasi bencana asap. Oleh karena itu, bisa dikatakan Pemerintah Kota Pekanbaru belum memprioritaskan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru. Koordinasi antar instansi atau lembaga pelaksana pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru sudah ada, tapi belum efektif terbukti dari kondisi pariwisata Kota Pekanbaru belum mengalami kemajuan yang berarti. Bentuk koordinasi antar instansi untuk pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru adalah melalui rapat koordinasi ataupun koordinasi dalam penyelenggaraan event-event kepariwisataan di Kota Pekanbaru. Seluruh aparat pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memberi dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru. Dukungan itu diberikan dengan cara memfasilitasi dan mengarahkan investor agar tidak salah langkah untuk memilih bidang pariwisata yang akan dimasuki.
Menurut para pengusaha yang sudah terjun dalam bidang pariwisata di Kota Pekanbaru, komitmen dari aparat pelaksana tersebut tidak dilanjutkan dengan pelaksanaan yang serius, sehingga dapat dikatakan komitmen itu tidak ada gunanya. Dalam mengembangkan pariwisata, Pemerintah Kota Pekanbaru membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada para investor untuk ikut berpartisipasi dan itu direspon secara positif oleh para pengusaha yang tertarik menanamkan modalnya pada sektor pariwisata di Kota Pekanbaru. Untuk menarik investor, Pemerintah Kota Pekanbaru sudah melakukan promosi dalam bentuk pemberian kemudahan perijinan, keringanan atau penundaan perpajakan dan fasilitas-fasilitas lain yang diberikan secara kasus per kasus. Namun tidak semua investor merasakan adanya bentuk promosi ini ada sebagian pengusaha yang tidak merasakan bentuk promosi tersebut.
Karakteristik kebijakan yang pertama dan utama adalah kejelasan isi kebijakan. Kejelasan isi kebijakan seharusnya menjelaskan tujuan dan sarana kebijakan, yang harus dimengerti dan dilaksanakan oleh para pelaksana atau implementor. Dalam hal kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru melalui Perda Kota Pekanbaru melalui Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2000, maka tujuan dan sasaran Perda tersebut sudah seharusnya dipahami oleh pimpinan dan staf dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Hal ini cukup diragukan mengingat arah pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak tepat sasaran, sehingga pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru berjalan kurang optimal.
Kebijakan dapat dilaksanakan dengan optimal jika ada konsistensi dari pelaksana kebijakan. Walaupun konsep kebijakan sangat ideal namun pelaksanaannya tidak serius maka tetap  saja hasilnya kurang baik. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru, kebijakan ini boleh dikatakan kurang dipahami oleh pelaksana kebijakan. Hal ini karena kebijakan hanya dipahami untuk melakukan promosi untuk mendatangkan wisatawan dari luar daerah Kota Pekanbaru.
Akibatnya langkah awal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah mengikuti pameran dan expo di luar daerah dan luar negeri. Sedangkan promosi pada masyarakat Kota Pekanbaru sendiri dinilai kurang. Selain pengembangan destinasi wisata atau obyek-obyek wisata dengan menambahkan fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan wisatawan juga kurang mendapat perhatian.
Selain konsistensi, komitmen pelaksana/implementor juga sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Begitu pula dengan kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru. Hal ini sangat penting demi tercapainya tujuan akhir kebijakan yaitu mencapai kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya pariwisata Kota Pekanbaru. Namun sayangnya, meskipun konsistensi dan komitmen dari aparat pelaksana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru diakui banyak kalangan, tapi konsistensi dan komitmen yang kurang jelas pelaksanaannya kurang mampu untuk membuat kondisi pariwisata Kota Pekanbaru semakin maju dan berkembang.

3)	Karakteristik Lingkungan
Karakteristik lingkungan ini meliputi kondisi sosial dan ekonomi, ketersediaan teknologi, bentuk dukungan masyarakat, sikap tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang diuraikan sebagai berikut:
a)	Kondisi Sosial dan Ekonomi Kota Pekanbaru
Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru turut mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru. Kondisi sosial yang kondusif, tidak bergejolak sehingga menimbulkan rasa aman bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya pada sektor pariwisata di Kota Pekanbaru. Kondisi sosial Kota Pekanbaru yang kondusif dan kondisi ekonomi masyarakat Kota Pekanbaru yang selalu meningkat setiap tahun, daya beli dan perilaku konsumerisme masyarakat Kota Pekanbaru yang didukung dengan penghasilan yang cukup baik, sangat mendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru.
b)	Ketersediaan Teknologi untuk Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata
Terkait dengan ketersediaan teknologi bukan masalah yang sulit bagi para investor di Kota Pekanbaru. Menurut mereka, teknologi itu bisa didapatkan dengan joint venture, perjanjian franchise, perjanjian royalty, dan sebagainya.
c)	Bentuk Dukungan Masyarakat terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kota Pekanbaru
Masyarakat Kota Pekanbaru pada umumnya mendukung kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru. Sebelum mendapat dukungan masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru, mengajak terlebih dahulu masyarakat Kota Pekanbaru untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru. Untuk mendapat dukungan masyarakat, Pemerintah Kota Pekanbaru mengajak masyarakat terlebih dahulu untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya masyarakat Kota Pekanbaru memberi dukungan dalam bentuk ikut serta mensukseskan event-event pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Denpasar.
d)	Sikap Tokoh-tokoh Masyarakat di Kota Pekanbaru terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kota Pekanbaru
Sikap tokoh-tokoh masyarakat di Kota Pekanbaru terhadap kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru pada umumnya mendukung kebijakan tersebut. Sikap tokoh-tokoh masyarakat Kota Pekanbaru mendukung kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru karena kebijakan ini dapat mengurangi pengangguran dan sebagai sumber pendapatan lain selain dari kelapa sawit dan minyak bumi. Hal ini juga dibenarkan oleh para pengusaha di Kota Pekanbaru yang menyatakan tokoh-tokoh masyarakat Kota Pekanbaru mendukung kebijakan tersebut.
e)	Sikap Tokoh-tokoh Agama di Kota Pekanbaru terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kota Pekanbaru
Terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru, pada umumnya tokoh-tokoh agama di Kota Pekanbaru mempertimbangkan dulu dampak negatif dan positif dari pariwisata. Jika dampak negatif dari pariwisata dapat ditangkal oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersedia mendukung kebijakan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa pandangan masyarakat terhadap kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru, sebagian mendukung dan sebagian menolak. Bagi yang mendukung beralasan pengembangan pariwisata tersebut lebih banyak dampak positifnya, sedangkan yang menolak beralasan pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru lebih banyak dampak negatifnya.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kondisi pariwisata Kota Pekanbaru belum bisa berkembang baik adalah sebagai berikut :
a)	Belum tersedianya Master Plan pengembangan pariwisata sebagai acuan dalam perencanaan keparawisataan secara terarah dan berkelanjutan.
Merencanakan sesuatu bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat yang besar dan dapat pula memperkecil dampak yang tidak menguntungkan. Pengembangan pariwisata yang tidak direncanakan akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial budaya, terutama di daerah tempat dimana terdapat perbedaan tingkat sosialnya antara pendatang termasuk wisatawan dan masyarakat atau penduduk setempat.
Pada dasarnya perencanaan bermaksud untuk memberi batasan tentang tujuan yang hendak dicapai dan menentukan cara-cara mencapai tujujan yang dimaksudkan. Jadi perencanaan merupakan predeterminasi dari tujuan-tujuan yang bersifat produktif secara sistematis dengan menggunakan alat-alat, metode an prosedur yang perlu untuk mencapai tujuan yang dianggap paling ekonomis. Alasan-alasan untuk merencanakan pengembangan kepariwisataan adalah agar perkembangannya tidak menyimpang dari tujun yang telah ditetapkan.
b)	Terbatasnya anggaran dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru yang berdampak pada minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada serta pelestarian dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
Disadari bahwa untuk pengembangan pariwisata sebagai suatu industri, diperlukan biaya yang tidak kecil jumlahnya. Perbaikan jembatan, jalan-jalan, pembangunan fasilitas umum seperti bandar udara, pelabuhan maupun terminal untuk kelancaran akses wisatawan mengunjungi objek dan daya tarik wisata yang ditawarkan serta kebutuhan fasilitas umum lainnya untuk kegiatan kepariwisataan memerlukan dukungan dana yang cukup besar. Kondisi inilah yang belum bisa diwujudkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru ataupun Pemerintah Kota Pekanbaru.
c)	Belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata dalam rangka untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata.
Faktor promosi pariwisata dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah destinasi wisata, memberikan pengaruh yang cukup besar. Untuk mengundang wisatawan datang berkunjung ke destinasi wisata, setidaknya calon wisatawan bisa mengetahui terlebih dahulu hal-hal apa saja yang ditawarkan. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan pada suatu destinasi wisata merupakan contoh betapa pentingnya promosi pariwisata untuk dilaksanakan.
d)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi
Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa pengembangan pariwisata pada suatu daerah destinasi wisata, sangat erat kaitannya dengan pengembangan ekonnomi di daerah tersebut. Adanya pegembangan pariwisata diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang berada di daerah destinasi wisata. Dalam tata kelola kepariwisataan yang baik, posisi masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dalam berbagai kesempatan guna pengembangan pariwisata.
Namun kenyataannya, masyarakat di sekitar destinasi-destinasi pariwisata di Kota Pekanbaru belum mampu mengartikan maksud pengembangan suatu destinasi wisata. Masyarakat diharapkan berperan dalam pengembangan pariwisata, mengingat posisi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat strategis, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai penerima manfaat melalui kegiatan kepariwisataan.
2.	Strategi yang Dapat Diterapkan Agar Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata  Kota Pekanbaru Dapat Menunjang Potensi Wisata di Provinsi Riau
Untuk mendapatkan strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan pariwisata  Kota Pekanbaru dapat menunjang potensi wisata di Provinsi Riau, terlebih dahulu akan dikaji terlebih dahulu implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru yang sedang berjalan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis SWOT untuk mencari strategi pengembangan pariwisata kota Pekanbaru. Dari hasil kajian implementasi kebijakan yang sedang berjalan dan hasil analisis SWOT tersebut, barulah dirumuskan strategi yang dapat diterapkan.
Kalau dilihat dari hasil yang diharapkan, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru belum menghasilkan seperti yang diharapkan. Kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru sebenarnya diharapkan dapat meningkatkan kondisi destinasi wilayah yang ada di Kota Pekanbaru dan dapat menggairahkan dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata yang ada di Kota Pekanbaru. Namun pada kenyataannya destinasi pariwisata Kota Pekanbaru kondisinya masih belum tertata dengan baik, begitu juga dengan kunjungan wisatawan yang juga belum menunjukan peningkatan.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru telah gagal. Untuk itu, perlu dirumuskan strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan pariwisata  Kota Pekanbaru dapat menunjang potensi wisata di Provinsi Riau yang dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. 
Identifikasi Faktor Internal yang meliputi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) dan Faktor Eksternal yang meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Pengembangan 
Pariwisata di Kota Pekanbaru
Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Keberagaman daya tarik wisata di Kota Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau memudahkan akses ke Kota PekanbaruFasilitas penunjang pariwisata yang tersedia dengan baikAdanya event-envent yang digelar secara rutin Adanya dukungan lokal dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan pelaku pariwisata di Kota Pekanbaru	Belum tersedianya master plan pengembangan pariwisata Kota PekanbaruTerbatasnya anggaran untuk pengembangan pariwisata Kota PekanbaruBelum optimalnya kegiatan promosi pariwisataKurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomiKebijakan pengembangan pariwisata yang belum jelas dan belum berkelanjutan
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Banyak pengusaha asing dan pengusaha pribumi yang sering berkunjung di Kota PekanbaruBudaya melayu yang berkembang secara khas/unik di kota Pekanbaru Kondisi sosial masyarakat yang kondusifKondisi ekonomi Kota Pekanbaru yang baikLokasi strategis yang dekat Singapura dan Malaysia	Lokasi yang dekat dengan Batam dan Padang yang sudah terlebih dahulu berkembang sebagai tujuan wisataBelum ada dukungan dari Pemerintah PusatTidak ada obyek wisata yang khas/unik di Kota PekanbaruBelum tersedianya paket dan produk wisata yang punya nilai jual tinggi Keterbatasan penerbangan internasional dari dan ke Kota Pekanbaru
Sumber: Hasil Analisis SWOT
Berdasarkan hasil kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal dapat diformulasikan dengan menggunakan matrik SWOT untuk menyusun strategi pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru ditampilkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 3
Matriks Faktor Internal, Faktor Eksternal dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Kota Pekanbaru
 Faktor InternalFaktor Ekternal	Kekuatan (Strengths)Keberagaman daya tarik wisata di Kota PekanbaruSebagai Ibu Kota Provinsi Riau memudahkan akses ke Kota PekanbaruFasilitas penunjang pariwisata yang tersedia dengan baikAdanya event-envent yang digelar secara rutinAdanya dukungan lokal dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan pelaku pariwisata di Kota Pekanbaru	Kelemahan (Weaknesses)Belum tersedianya master plan pengembangan pariwisata Kota PekanbaruTerbatasnya anggaran untuk pengembangan pariwisata Kota PekanbaruBelum optimalnya kegiatan promosi pariwisataKurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomiKebijakan pengembangan pariwisata yang belum jelas dan belum berkelanjutan
Peluang (Opportunities)Banyak pengusaha asing dan pengusaha pribumi yang sering berkunjung di Kota PekanbaruBudaya melayu yang berkembang secara khas/unik di kota PekanbaruKondisi sosial masyarakat yang kondusifKondisi ekonomi Kota Pekanbaru yang baikLokasi strategis yang dekat Singapura dan Malaysia	Strategi menggunakan Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang (SO)Peningkatan pengelolaan daya tarik wisata yang dapat menarik minat calon wisatawan asing dan calon wisatawan nusantara.Meningkatkan kondisi nasional, budaya dan ekonomi agar bisa mendukung pengembangan pariwisata.Revitalisasi sarana prasarana pendukung pariwisata agar berkelas internasional.	Strategi memininasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)Menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata Kota Pekanbaru sebagai upaya mengatasi terbatasnya anggaran.Revitalisasi kebijakan pengembangan pariwisata dengan pembuatan master plan-nya berikut peningkatan promosi pariwisata.Melibatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi manfaat pengembangan pariwisata.
Ancaman (Threats)Lokasi yang dekat dengan Batam dan Padang yang sudah terlebih dahulu berkembang sebagai tujuan wisataBelum ada dukungan dari Pemerintah PusatTidak ada obyek wisata yang khas/unik di Kota PekanbaruBelum tersedianya paket dan produk wisata yang punya nilai jual tinggi Keterbatasan penerbangan internasional dari dan ke Kota Pekanbaru	Strategi Memakai Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman (ST)Pembuatan dan penyebaran informasi daya tarik pariwisata Kota Pekanbaru melalui iklan, pamflet, brosur dan media internet.Meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi pariwisata Kota PekanbaruPembuatan paket-paket wisata yang memadukan antara buusiness and leasure (bisnis dan pariwisata).	Strategi memperkecil Kelemahan dan Mengatasi Ancaman (WT)Penignkatan kondisi obyek pariwisata yang lebih menarik dari destinasi pariwisata di sekitarnya.Menciptakan atraksi pariwisata yang khas/unik yang hanya ada di Pekanbaru.Menambah akses penerbangan baik internasional maupun domestik
 Sumber: Hasil Analisis SWOT
Alternatif strategi pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:
1.	Dalam rangka menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, maka strategi (SO) yang dapat dijalankan adalah:
a.	Peningkatan pengelolaan daya tarik wisata yang dapat menarik minat calon wisatawan asing dan calon wisatawan nusantara.
b.	Meningkatkan kondisi nasional, budaya dan ekonomi agar bisa mendukung pengembangan pariwisata.
c.	Revitalisasi sarana prasarana pendukung pariwisata agar berkelas internasional.
2.	Dalam rangka meminimasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, maka strategi (WO) yang dapat dijalankan adalah:
a.	Menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata Kota Pekanbaru sebagai upaya mengatasi terbatasnya anggaran.
b.	Revitalisasi kebijakan pengembangan pariwisata dengan pembuatan master plan-nya berikut peningkatan promosi pariwisata.
c.	Melibatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi manfaat pengembangan pariwisata.
3.	Dalam rangka memakai kekuatan untuk mengatasi ancaman, maka strategi (ST) yang dapat dijalankan adalah:
a.	informasi daya tarik pariwisata Kota Pekanbaru melalui iklan, pamflet, brosur dan media internet.
b.	Meminta dukungan pemerintah pusat untuk mengembangkan potensi pariwisata Kota Pekanbaru
c.	Pembuatan paket-paket wisata yang memadukan antara buusiness and leasure (bisnis dan pariwisata).
4.	Dalam rangka memperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman, maka strategi (WT) yang dapat dijalankan adalah:
a.	Penignkatan kondisi obyek pariwisata yang lebih menarik dari destinasi pariwisata di sekitarnya.
b.	Menciptakan atraksi pariwisata yang khas/unik yang hanya ada di Pekanbaru.
c.	Menambah akses penerbangan baik internasional maupun domestik





Keberagaman daya tarik wisata di Kota Pekanbaru	10,81%	4	0,43	Banyak pengusaha asing dan pengusaha pribumi yang sering berkunjung di Kota Pekanbaru	5,13%	3	0,15
Sebagai Ibu Kota Provinsi Riau memudahkan akses ke Kota Pekanbaru	2,70%	1	0,03	Budaya melayu yang berkembang secara khas/unik di kota Pekanbaru	2,56%	1	0,03
Fasilitas penunjang pariwisata yang tersedia dengan baik	10,81%	3	0,32	Kondisi sosial masyarakat yang kondusif	12,82%	3	0,38
Adanya event-envent yang digelar secara rutin	5,41%	3	0,16	Kondisi ekonomi Kota Pekanbaru yang baik	17,95%	4	0,72
Adanya dukungan lokal dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan pelaku pariwisata di Kota Pekanbaru	18,92%	2	0,38	Lokasi strategis yang dekat Singapura dan Malaysia	2,56%	1	0,03
KELEMAHAN				ANCAMAN			
Belum tersedianya master plan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru	5,41%	2	0,11	Lokasi yang dekat dengan Batam dan Padang yang sudah terlebih dahulu berkembang sebagai tujuan wisata	5,13%	2	0,10
Terbatasnya anggaran untuk pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru	10,81%	4	0,43	Belum ada dukungan dari Pemerintah Pusat	17,95%	3	0,54
Belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata	16,22%	3	0,49	Tidak ada obyek wisata yang khas/unik di Kota Pekanbaru	15,38%	2	0,31
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi	2,70%	2	0,05	Belum tersedianya paket dan produk wisata yang punya nilai jual tinggi 	12,83%	3	0,38
Kebijakan pengembangan pariwisata yang belum jelas dan belum berkelanjutan	16,21%	4	0,65	Keterbatasan penerbangan internasional dari dan ke Kota Pekanbaru	7,69%	2	0,15
Total	100,00%	28	3,05	Total	100,00%	24	2,79
      Sumber: Hasil Analisis SWOT
Berdasarkan tabel di atas, didapat koordinat strenght-weakness dan opportunity-threats sebagai berikut:
-	strenght-weakness 	= 3,05
-	opportunity-threats	= 2,79
Dengan demikian posisi SWOT tersebut dapat digambarkan ke dalam bagan SWOT position sebagai berikut:

  Sumber: Hasil Analisis SWOT
         Gambar 2 Matriks SWOT Position
Berdasarkan matrik SWOT position di atas, maka strategi yang dapat digunakan adalah Strategi Diversifikasi Terintegrasi. Strategi ini dapat diartikan bahwa strategi pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru yang harus ditetapkan adalah strategi pengembangan pariwisata yang lainnya selain dengan mengadakan pameran-pameran di luar daerah dan di luar negeri serta sekedar mengadakan event-event kepariwisataan saja, misalnya dengan membenahi objek wisata yang selama ini terbengkelai, menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exlibilition) dan menjadikan Kota Pekanbaru sebagai destinasi wisata belanja serta kuliner. Strategi ini dirumuskan secara terintegrasi secara menyeluruh, tidak berdiri sendiri-sendiri.
Pemilihan strategi dengan Matrik SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) dilakukan melelui pengembangan matrik SPACE posisi kepariwisataan di Kota Pekanbaru harus diberi skor terlebih dahulu, sebagai berikut:
Sumbu S atau Kekuatan (Strength)
Sumbu ini mempunyai skala dari yang kekuatan (strength) paling lemah (+1) hingga yang paling kuat (+6). Posisi kepariwisataan Kota Pekanbaru dinyatakan relatif kuat, dalam hal ini posisi pada sumbu S diberi skor +3.
Sumbu T atau Ancaman (Threast)
Sumbu ini mempunyai skala dari yang ancaman paling kuat (-1) hingga yang lemah (-6). Dalam hal ini kepariwisataan Kota Pekanbaru merupakan pesaing yang sedikit lemah, dalam hal ini posisi pada sumbu T diberi skor -2.
Sumbu W atau Kelemahan (Weakness)
Sumbu ini mempunyai skala kelemahan dari yang  kurang kuat  (-1) hingga yang paling lemah (-6). Dalam hal ini kepariwisataan Kota Pekanbaru masih memiliki kelamahan sehingga posisi pada sumbu W diberi skor -1.
Sumbu O atau Peluang (Opportunity)
Sumbu ini mempunyai skala yang paling lemah (+1) hingga yang paling kuat (+6). Dalam hal ini kepariwisataan Kota Pekanbaru mempunyai kekuatan yang tidak begitu baik namun juga tidak begitu lemah sehingga sumbu W-nya diberi skor +3.
Selanjutnya untuk mencari koordinat perusahaan tersebut dalam Matriks SPACE dicari dengan perhitungan sebagai berikut:
Posisi pada Sumbu-X:
Merupakan penjumlahan dari skor T dan O = -2 + 3 = +1.
Posisi pada Sumbu-Y:
Merupakan penjumlahan dari skor FS dan ES = +2-1 = +1.
Jadi koordinat kepariwisataan Kota Pekanbaru tersebut dalam Matriks SPACE berada dalam koordinat (+1, +1) dan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3 Matriks Space
Berdasarkan posisi pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru dalam Matriks SPACE maka strategi yang cocok untuk pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru ini adalah Strategi Agresif yaitu strategi dengan melakukan (1) integrasi ke belakang, integrasi ke depan atau integrasi hiorizontal; (2) penetrasi pasar; (3) pengembangan pasar; (4) pengembangan produk; dan (5) diversifikasi (terkait atau tak terkait). Dikaitkan dengan strategi pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru dapat diartikan (1) strategi dengan melihat kebijakan kepariwisataan yang dilakukan saat ini, dan prediksi di masa depan secara terintegrasi; (2) promosi untuk memperkenalkan obyek-obyek wisata yang ada di Kota Pekanbaru; (3) pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru agar dapat masuk pasar pariwisata di Indonesia; (4) pengembangan kepariwisataan seperti membenahi objek wisata yang selama ini terbengkelai; dan (5) menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota MICE dan menjadikan Kota Pekanbaru sebagai destinasi wisata belanja serta kuliner. Strategi ini dirumuskan secara terintegrasi secara menyeluruh, tidak berdiri sendiri-sendiri.
Strategi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan pariwisata Kota Pekanbaru dapat menunjang potensi wisata di Provinsi Riau. Strategi ini disusun setelah melakukan mengkaji implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru yang sedang berjalan dan yang telah dianggap gagal serta hasil analisisSWOT yang telah dikemukakan sebelumnya.
Berdasarkan kegagalan kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru dan analisis SWOT yang telah dilakukan, maka strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan pariwisata Kota Pekanbaru dapat menunjang potensi wisata di Provinsi Riau adalah (1) Strategi membenahi objek wisata yang selama ini terbengkelai; (2) Strategi menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exlibilition); dan (3) Strategi menjadikan Kota Pekanbaru sebagai destinasi wisata belanja serta kuliner.
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat dikatakan bahwa novelty penelitian ini ditemukannya kelemahan teori Mazmanian dan Sabatier yang belum bisa digunakan untuk merumuskan strategi sehingga perlu digabungkan dengan analisis SWOT yang merumuskan strategi dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari sisi internal dan peluang serta ancaman dari sisi eksternal. Hal ini bisa digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut :


Gambar 4 Rumusan Strategi dengan Menggunakan Analisis SWOT
F.	Penutup
1.	Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a.	Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru dalam pengembangan potensi wisata di Provinsi Riau diantaranya :
1)	Dari karakteristik masalah, secara umum masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengembangkan pariwisata di Kota Pekanbaru sebenarnya sangat sulit karena menyangkut kebiasaan masyarakat Kota Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selama ini masyarakat Kota Pekanbaru telah dimanjakan oleh berlimpahnya minyak bumi dan minyak kelapa sawit. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa karakteristik masalah pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru yang semakin sulit untuk diwujudkan karena pada implementasi kebijakan ini, pelaksana kebijakan kurang melibatkan masyarakat Kota Pekanbaru sepenuhnya.
2)	Dari karakteristik kebijakan, kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru, kebijakan ini boleh dikatakan kurang dipahami oleh pelaksana kebijakan. Hal ini karena kebijakan hanya dipahami untuk melakukan promosi untuk mendatangkan wisatawan dari luar daerah Kota Pekanbaru. Selain itu, meskipun konsistensi dan komitmen dari aparat pelaksana dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru diakui banyak kalangan, tapi konsistensi dan komitmen yang kurang jelas pelaksanaannya kurang mampu untuk membuat kondisi pariwisata Kota Pekanbaru semakin maju dan berkembang.
3)	Dari aspek lingkungan, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kondisi pariwisata Kota Pekanbaru belum bisa berkembang baik adalah (1) belum tersedianya Master Plan pengembangan pariwisata sebagai acuan dalam perencanaan keparawisataan secara terarah dan berkelanjutan; (2) terbatasnya anggaran dalam rangka pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru yang berdampak pada minimnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada serta pelestarian dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; (3) belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata dalam rangka untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata; dan (4) kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan pariwisata sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi.
b.	Strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan promosi pariwisata Kota Pekanbaru dapat menunjang pengembangan potensi wisata Provinsi Riau dibuat berdasarkan kenyataan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata Kota Pekanbaru yang telah dianggap gagal dan hasil analisis SWOT, maka strategi yang dapat diterapkan agar implementasi kebijakan pariwisata  Kota Pekanbaru dapat menunjang potensi wisata di Provinsi Riau adalah (a) strategi membenahi objek wisata yang selama ini terbengkelai; (b) strategi menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exlibilition); dan (c) strategi menjadikan Kota Pekanbaru sebagai destinasi wisata belanja serta kuliner.

2.	Saran
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
a.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru disarankan lebih sering melibatkan masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam kerjasama untuk mempromosikan pariwisata Kota Pekanbaru. agar tercapai tujuan yang lebih baik untuk perkembangan pariwisata daerah kota Pekanbaru.
b.	Pembangunan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan lagi dalam memenuhi kebutuhan pariwisata di Kota Pekanbaru, dengan memperbaiki sarana dan prasarana  yang sudah rusak dan membuat fasilitas baru.
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